
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya penanganan pengelolaan
pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
dalam Daerah yang semula berada di Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara, beralih ke
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Hewan dan Inseminasi Buatan, perlu mengubah tugas
dan fungsi Bidang dan Seksi pada Dinas Peternakan
dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950  tentang Pembentukan  Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
213);

10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2016 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2016 Nomor 79, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 79 TAHUN  2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara, diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 32

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG) hewan
dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan
tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan
di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit
ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah
provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur
ternak dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum,
penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan,
fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah
potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan
pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan
dan produk hewan dari Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan
teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan
rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang
Peternakan menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya

genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran
benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam
Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian
penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan
ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan
pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain,
pengelolaan wilayah sumber bibit ter-nak dan rumpun/galur ternak
dalam Daerah, pengembangan lahan peng-gembalaan umum,
penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/-bibit ternak dan
pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,
rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah,
pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta
pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer
(toko, retail, sub distributor) obat hewan;



b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber
daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan
peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan
dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,
pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah
provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan
penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi
benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah
sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan
kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit
hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan
produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan
dari Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan
rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat
hewan;

c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya genetic (SDG)
hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit
ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah,
pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan
dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam
Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang
sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain, pengelolaan wilayah
sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah,
pengembangan lahan penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi
izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas
pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong
hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan
daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan
pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran
hewan dan produk hewan dari Daerah, penerapan dan pengawasan
persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha
pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya
genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran
benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam
Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian
penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan
ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan
pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain,
pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak
dalam Daerah, pengembangan lahan penggembalaan umum,
penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan
pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan,
rumah potong hewan, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah,
pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah serta
pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesejahteraan hewan, dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer
(toko, retail, sub distributor) obat hewan;



e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan
sumber daya genetic (SDG) hewan dalam Daerah, pengawasan mutu
dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta
pakan dalam Daerah, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,
pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan
hijauan pakan ternak dalam Daerah, penyediaan benih/bibit ternak
dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah
provinsi lain, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan
rumpun/galur ternak dalam Daerah, pengembangan lahan
penggembalaan umum, penerbitan rekomendasi izin usaha produksi
benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah
sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, penjaminan
kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit
hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan hewan dan
produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan
dari Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan
rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat
hewan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan,
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan
bidang penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah
wabah penyakit hewan menular dalam Daerah, pengawasan pemasukan
hewan dan produk hewan ke Daerah serta pengeluaran hewan dan produk
hewan dari Daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan
pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, dan penerbitan
rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2018

BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,

BUDHI SARWONO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-8-2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 59
Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19640306 199303 1 008




